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ABSTRAK 

Reklamasi merupakan salah satu cara untuk memperluas wilayah daratan, yaitu 

dengan cara menimbun wilayah perairan. Reklamasi ini harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek lingkungan. Saat ini ada reklamasi yang dibangun oleh 

Republik Rakyat Tiongkok di sejumlah terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan 

yang tidak memiliki environmental impact assessment. Permasalahannya adalah 

bagaimana legalitas reklamasi karang yang dilakukan oleh Republik Rakyat 

Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dikaitkan dengan ketentuan environmental 

impact assessment yang diatur dalam hukum laut internasional. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian secara normatif terhadap 

UNCLOS 1982 sebagai hukum tertulis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 

reklamasi yang dibangun oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan 

yang tidak memiliki environmental impact assessment pembangunannya tidak sah 

karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum laut internasional. Selain itu 

juga reklamasi ini tidak memperhatikan prinsip lingkungan sehingga telah 

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan laut. 

Kata Kunci: Environmental Impact Assessment, Karang, Laut Tiongkok 

Selatan, Lingkungan, Lingkungan Laut, UNCLOS, Reklamasi, Republik 

Rakyat Tiongkok.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laut amat luas untuk dimiliki oleh sebuah negara, oleh karena itu ada 

bagian yang merupakan yurisdiksi nasional sebuah negara namun juga ada 

yang bukan atau tidak merupakan yurisdiksi negara. Sumber daya yang 

terkandung di dalam laut dapat terbagi menjadi sumber daya hayati dan juga 

sumber daya non-hayati. Eksploitasi, pemanfaatan dan penggunaan sumber 

daya di laut ini harus dilakukan dengan sewajarnya untuk menjaga laut agar 

tidak terjadi kerusakan laut.  

Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut Internasional di 

Jenewa yang berhasil menyepakati empat konvensi internasional tentang 

hukum laut yaitu:  

a) Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan;  

b) Konvensi tentang Laut Lepas;           

c) Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya 

Hayati Laut Lepas; dan 

d) Konvensi tentang Landas Kontinen.1  

Pada tahun 1960, dilangsungkan Konferensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut ke II untuk menyelesaikan masalah yang 

belum terpecahkan dalam konferensi I, dalam konferensi ke II ini ada 

beberapa hal yang muncul dan yang ternyata belum diatur seperti: rezim 

tentang selat, hak negara pantai, dalam bidang perikanan, serta pendefinisian 

secara pasti tentang landas kontinen.2 Pada tahun 1970, Sidang Umum PBB 

dalam keputusannya No. 2750 (XXV) memandang perlu untuk mengadakan 

konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III. 

 
1  I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, 

Bandung, 2014, hlm., 17. 
2  Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono S.K., Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Sebuah 

Tinjauan, Surya Indah, Jakarta, 1983, hlm., 6.  
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Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III ini berlangsung dari tahun 

1973 hingga 1982 dengan jumlah total sidang sebanyak 12 kali sebelum resmi 

menjadi Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang baru (UNCLOS 1982) 

pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. 3  Terdapat 

beberapa perbedaan yang dapat ditemukan dalam UNCLOS 1982 dengan 

Konvensi Hukum Laut ke II yaitu dalam proses pembuatan atau 

perumusannya UNCLOS 1982 disiapkan oleh semua negara yang menghadiri 

dan menjadi peserta konferensi. Konvensi Hukum Laut ke II terdiri atas 

empat konvensi sedangkan UNCLOS 1982 merupakan satu konvensi 

mengenai hukum laut yang bersifat utuh dan terpadu, UNCLOS 1982 terdiri 

atas 13 pranata hukum laut sedangkan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 

terdiri atas lima pranata hukum laut, dan substansi Konvensi Hukum Laut 

Jenewa 1958 jauh lebih sedikit, baik secara kuantitatif maupun kualitatif jika 

dibandingkan dengan UNCLOS 1982.4  

Dengan mulai berlakunya UNCLOS 1982 maka Konvensi Hukum Laut 

ke II tidak berlaku lagi karena UNCLOS 1982 memang dimaksudkan untuk 

menggantikan Hukum Laut Ke II karena sudah tidak sesuai lagi. Akan tetapi 

karena di dalam hukum internasional dan hukum perjanjian internasional 

pada khususnya, tidak lazim suatu perjanjian internasional yang baru 

menyatakan tidak berlaku perjanjian internasional yang lama maka proses 

penggantian perjanjian internasional yang lama oleh yang baru dibiarkan 

berlangsung melalui proses waktu. Bahwa negara-negara yang sebelumnya 

belum terikat dengan kedua perjanjian internasional itu, sesuai dengan 

kedaulatannya, berhak untuk menentukan apakah akan menyatakan 

persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional yang lama ataukah 

menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian yang baru.5  

 
3  Chapter XXI Law of The Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea. Diakses 

pada tanggal 19 April 2020 pukul 18.20 WIB, dari 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-

6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en  
4  I Wayan Parthiana, supra no. 1, hlm., 59. 
5  Ibid, hlm., 23. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
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Salah satu bagian yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah mengenai 

pulau dan karang, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 121 yang menyebutkan 

bahwa: 

“(1) An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, 

which is above water at high tide. 

(2) Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the 

contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf 

of an island are determined in accordance with the provisions of this 

Convention applicable to other land territory. 

(3) Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of 

their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.” 

Menurut ketentuan Pasal 121 ayat (1), pulau adalah daratan yang 

terbentuk secara alami, yang dikelilingi oleh permukaan air dan berada di atas 

permukaan air pada waktu air pasang, sehingga untuk dapat dikategorikan 

sebagai suatu pulau, ketiga unsur yang ada dalam Pasal 121 ayat (1) harus 

terpenuhi agar dapat memiliki laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi 

eksklusif, dan landas kontinen. Kemudian ketentuan Pasal 121 ayat (3) 

menyebutkan bahwa karang yang tidak mampu menopang tempat tinggal 

manusia, tidak dapat memiliki zona ekonomi eksklusif ataupun landas 

kontinen. 

Ketentuan lain mengenai karang juga dapat ditemukan dalam putusan 

International Court of Justice (ICJ) mengenai Territorial and Maritime 

Dispute Nikaragua melawan Kolombia yang berbunyi: 

“International law defines an island by reference to whether it is 

‘naturally formed’ and whether it is above water at high tide, not by 

reference to its geological composition . . . The fact that the feature is 

composed of coral is irrelevant.”6
 

Kasus Territorial and Maritime Dispute ini berkenaan dengan kedaulatan atas 

fitur maritim yang diklaim oleh Nikaragua dan Kolombia, yaitu pulau San 

Andres, Providencia dan Santa Catalina.7 Dalam kasus ini dinyatakan bahwa 

untuk mendefinisikan sebuah pulau harus melihat bagaimana terbentuknya 

pulau dan apakah pulau tersebut berada di atas permukaan laut ketika air 

 
6  International Court of Justice, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia, 

Merits Judgment, International Court of Justice Reports, 2012, hlm., 25. 
7  Overview of the case Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Diakses 

pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 03.24 WIB, dari https://www.icj-cij.org/en/case/124  

https://www.icj-cij.org/en/case/124
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pasang, bukan karena unsur geologis. Dengan demikian sebuah pulau dapat 

memiliki zona maritim apabila telah memenuhi semua unsur yang ada dalam 

Pasal 121 ayat (1). 

Diketahui bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, laut merupakan jalur 

perdagangan negara-negara di dunia. Laut merupakan salah satu sarana lalu 

lintas yang penting bagi dunia pelayaran kapal-kapal seperti untuk kapal 

pembawa barang yang melakukan ekspor dan impor antara negara-negara di 

Asia, Afrika, Amerika, Eropa serta Pasifik.  

Salah satu laut di dunia yang bernilai strategis adalah Laut Tiongkok 

Selatan, baik dari segi politik maupun ekonomi. Dari jaman dahulu hingga 

kini Laut Tiongkok Selatan sangat ramai dilayari oleh kapal-kapal dari 

pelbagai bangsa dan negara di dunia. Bahkan kapal-kapal perang pun banyak 

yang berlalu lintas di Laut Tiongkok Selatan, yang kadang-kadang 

menimbulkan ketegangan yang mengarah pada terjadinya peperangan. 

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan 

pertambangan, ternyata melalui penelitian ilmiah dikatakan bahwa Laut 

Tiongkok Selatan mengandung sumber daya alam yang sangat besar dan 

potensial untuk dieksploitasi.  

Berdasarkan data satelit yang diambil dari luar angkasa diketahui, bahwa 

sejak bulan Desember 2013 hingga bulan Oktober 2015, Republik Rakyat 

Tiongkok (Tiongkok) telah membangun pulau buatan dengan jumlah total 

area 3,000 HA dengan cara mereklamasi sejumlah terumbu karang yang 

berada di Laut Tiongkok Selatan.8 Pembangunan reklamasi oleh Tiongkok di 

Laut Tiongkok Selatan dilakukan dengan mengekstraksi pasir dan kerikil 

yang berada di laguna dan terumbu karang di tempat reklamasi tersebut. 

Proses ini dikenal dengan nama cutter-suction dredge.9 Dalam pembangunan 

pulau buatan ini, kapal keruk milik Tiongkok mengumpulkan dan 

menaburkan pasir dan kerikil di atas terumbu karang. Reklamasi ini 

 
8  Matthew Southerland, Tiongkok island building in the south Tiongkok sea: Damage to the 

marine environment, implications, and international law, U.S.-Tiongkok Economic and 

Security Review Commission, 2016, hlm., 3. 
9  Ibid. 
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mengakibatkan kerusakan bagi ekosistem lingkungan laut di wilayah 

tersebut.  

Filipina menolak tindakan reklamasi Republik Rakyat Tiongkok ini dan 

bersedia menyelesaikan secara damai, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 22 

Januari 2013 Filipina mengajukan sengketa ke hadapan Permanent Court of 

Arbitration (Arbitrase Internasional Permanen). Permasalahan utama yang 

hendak diselesaikan dalam arbitrase ini yaitu: 10 

a. Klaim Tiongkok terhadap ‘9 garis putus-putus’ (nine dash line) dan 

hak-hak historis; 

b. Status dari fitur-fitur maritim; 

c. Keabsahan tindakan-tindakan Tiongkok; dan 

d. Tindakan Tiongkok pada saat berlangsungnya arbitrase yang 

memperburuk sengketa para pihak. 

Putusan Arbitrase Internasional Permanen dalam sengketa Tiongkok 

melawan Filipina ini menyatakan, bahwa Tiongkok telah terbukti melakukan 

pembangunan reklamasi dalam skala besar di Laut Tiongkok Selatan pada 

saat sengketa Arbitrase Internasional Permanen sedang berlangsung dan 

Tiongkok tidak pernah memberikan salinan environmental impact 

assessment terkait proyek-proyek yang ada di Laut Tiongkok Selatan serta 

tidak pernah berkomunikasi dengan  organisasi internasional yang 

berkompeten sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu 

Arbitrase Internasional Permanen memutuskan bahwa Tiongkok tidak 

memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam UNCLOS 1982.11  

Reklamasi karang yang dibangun oleh Tiongkok ini telah merusak 

lingkungan laut di sekelilingnya. Dengan dibuatnya environmental impact 

assessment seharusnya Tiongkok dapat menghindari dan mengurangi 

kerusakan yang mungkin timbul akibat aktivitasnya, Tiongkok juga 

 
10  The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of 

China). Diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 16.10 WIB, dari https://pca-

cpa.org/en/cases/7/  
11  Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan. Diakses pada tanggal 19 

April 2020 pukul 13.50 WIB, dari https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-

putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-Tiongkok-selatan 

https://pca-cpa.org/en/cases/7/
https://pca-cpa.org/en/cases/7/
https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-Tiongkok-selatan
https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-Tiongkok-selatan
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seharusnya membuat laporan environmental impact assessment walaupun 

saat ini belum ada organisasi internasional yang berkompeten di Laut 

Tiongkok Selatan. Lalu melihat hal tersebut, penulis merasa bahwa 

dibangunnya reklamasi karang di Laut Tiongkok Selatan ini merupakan 

sebuah pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum laut internasional. Oleh 

karena itu penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai reklamasi dan environmental impact assessment di Laut Tiongkok 

Selatan dalam perspektif hukum laut internasional dan aspek-aspek 

lingkungan hidup, dengan judul “LEGALITAS REKLAMASI KARANG 

OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK 

SELATAN DITINJAU DARI  HUKUM LAUT INTERNASIONAL.” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan 

masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana legalitas reklamasi karang yang dilakukan oleh Republik Rakyat 

Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dikaitkan dengan ketentuan 

environmental impact assessment yang terdapat dalam hukum laut 

internasional? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas reklamasi karang yang dilakukan 

oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan; dan 

2. Untuk mengetahui elemen apa saja yang harus ada dalam sebuah  

environmental impact assessment. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara 

pribadi dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya dalam hal sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang hukum laut internasional, selain itu juga diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan hukum laut 

internasional, terutama mengenai reklamasi dan environmental impact 

assessment. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

melemahkan posisi Tiongkok dalam sengketa. 

1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

yuridis normatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dan mengadakan 

penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.12 Penelitian ini menggunakan UNCLOS 

1982 sebagai hukum tertulis yang akan mengidentifikasi masalah hukum. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu teknik untuk 

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, 

catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

dipecahkan.13 

Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat 

yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 

1982), Putusan Permanent Court of Arbitration, dan Putusan 

International Court of Justice. 

 
12  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,  

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm., 13-14. 
13  Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm., 93. 
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang 

memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, 

jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, tesaurus hingga artikel-artikel yang relevan dengan 

penelitian.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang dari masalah hukum 

yang menjadi pentingnya diadakan penelitian hukum, maksud dan 

tujuan dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan 

sistematika dari penulisan ini. Di dalam bab ini akan dibahas pula 

rumusan masalah yang memuat pertanyaan dengan didasarkan pada 

latar belakang. 

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Reklamasi Menurut Hukum 

Internasional  

Pada bab ini dijabarkan mengenai konsep reklamasi menurut hukum 

internasional, dalam hal ini yaitu das sollen, dan environmental impact 

assessment. 

BAB III: Reklamasi Karang Oleh Republik Rakyat Tiongkok  di 

Laut Tiongkok Selatan  

Pada bab ini dijabarkan mengenai bagaimana fakta riil yang terjadi di 

Laut Tiongkok Selatan semasa dibangunnya reklamasi karang oleh 

Republik Rakyat Tiongkok. 

BAB IV: Analisis Legitimasi Reklamasi Karang Oleh Republik 

Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan 

Pada bab ini dijabarkan analisa legitimasi reklamasi karang oleh 

Republik Rakyat Tiongkok  di Laut Tiongkok Selatan menggunakan 

sudut pandang hukum laut internasional, yang mengharuskan adanya 
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environmental impact assessment seperti yang tertera dalam UNCLOS 

1982 dalam melakukan sebuah reklamasi dan melihat ketentuan yang 

ada dalam reklamasi dalam hukum laut internasional. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya untuk 

menjawab setiap permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. 
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